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 ISU ATAU PERMASALAHAN 

Permasalahan agraria di Indonesia telah lama menjadi perhatian berbagai pihak. Tercatat sepanjang 

tahun 2020 terdapat total 241 kasus konflik agraria. Total kasus terjadi di 359 daerah dengan korban 

135.332 kepala keluarga (KK). Oleh karena itu, tujuan dari reforma agraria dan perhutanan sosial yang 

menjadi salah satu program prioritas kepemimpinan Joko Widodo masih jauh dari harapan. 

Dalam rangka mewujudkan reforma agraria dan meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan, 

Kementerian ATR/BPN mengeluarkan kebijakan penerbitan sertifikat tanah elektronik sebagai upaya 

dalam memberantas mafia tanah serta berbagai kasus sengketa tanah/agraria selama ini. Namun upaya 

ini menimbulkan polemik khususnya terkait tata laksana dalam implementasinya. Salah satunya terkait 

perbedaan persepsi dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 khususnya Pasal 16 ayat (3) yaitu 

sertifikat fisik akan ditarik dan diganti menjadi sertifikat elektronik. 
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